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ABSTRAK 

MODEL SISTEM PEMBAYARAN NON-TUNAI PADA  

KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH 

 

1Galih Cheria Puspita, 2Rochmad Nur Afsdy Saksono, 3Luki Karunia 

Politenik STIA LAN Jakarta, Indonesia 

galih.puspita08@gmail.com 

 

Untuk mendorong terciptanya pelaksanaan APBN yang efektif dan efsien, dapat 

diketahui secara luas oleh masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka 

mekanisme pembayaran dalam proses pelaksanaan APBN harus dilakukan 

penyederhanaan namun modern dengan pemanfaatan teknologi informasi yang 

semakin optimal. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu dengan melakukan perubahan 

perilaku belanja terutama terkait dengan penggunaan mekanisme Uang Persediaan 

yang berangsur-angsur bergeser dari sepenuhnya menggunakan dana tunai ke sistem 

non-tunai melalui implementasi pembayaran digital seperti Kartu Kredit Pemerintah 

(KKP) dan Cash Management System Virtual Account (CMS VA). Penelitian ini 

bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang menyebabkan masih rendahnya 

implementasi sistem pembayaran non-tunai berupa KKP dan CMS VA di lingkungan 

Kementerian Koperasi dan UKM, serta menemukan model yang dapat 

mengoptimalkannya.  Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan 

metode studi kasus karena berupaya memusatkan diri secara intensif pada suatu obyek 

tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus, serta tidak dapat digeneralisasi 

karena hasil dari penelitian ini hanya berlaku bagi kasus yang sedang diteliti. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa komitmen pimpinan merupakan faktor yang paling 

memengaruhi implementasi sistem pembayaran non-tunai, dan juga menentukan 

pengaruh faktor lain seperti faktor sumber daya manusia, ketersediaan SOP, 

mekanisme reward and punishment, serta keterlibatan pihak Bank terhadap 

penggunaan KKP maupun CMS VA. Satker harus bersinergi dengan pihak-pihak 

lainnya agar dalam setiap tahapan implementasi yang dimulai sejak tahap 

penandatanganan kerjasama antara Satker dengan pihak Bank, penerbitan dan 

penyerahan instrumen, transaksi penggunaan dan pertanggungjawaban, hingga tahap 

pengawasan dan monitoring evaluasi dapat berjalan dengan semakin baik sehingga 

dapat berdampak optimal pada implementasi sistem pembayaran non-tunai di 

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 

 

 

Keywords: Sistem Pembayaran Non Tunai, Kartu Kredit Pemerintah, Cash 

Management System Virtual Account. 
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ABSTRACT 

CASHLESS PAYMENT SYSTEM MODEL AT MINISTRY OF 

COOPERATIVES AND SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES 

 

1Galih Cheria Puspita, 2Rochmad Nur Afsdy Saksono, 3Luki Karunia 

Politenik STIA LAN Jakarta, Indonesia 

galih.puspita08@gmail.com 

 

To promote the effective and efficient implementation of the State Budget (APBN), 

which can be widely known by the public and be held accountable, the payment 

mechanism in the APBN implementation process should undergo simplification while 

embracing modernization through the optimal utilization of information technology. 

One of the efforts made is to change spending behavior, especially regarding the use 

of the Perpetual Cash Mechanism, gradually shifting from entirely using cash funds to 

non-cash systems through the implementation of digital payments such as Government 

Credit Cards (KKP) and the Cash Management System Virtual Account (CMS VA). 

This research aims to explore the factors causing the low implementation of non-cash 

payment systems, such as KKP and CMS VA, within the Ministry of Cooperatives and 

Small and Medium Enterprises environment and find a model to optimize it. 

The researcher employs a descriptive qualitative approach with a case study method, 

as it focuses intensively on a specific subject studied as a case and cannot be 

generalized since the research results only apply to the case under study. The research 

results indicate that leadership commitment is the most influential factor in the 

implementation of the cashless payment system, and it also determines the influence 

of other factors such as human resources, the availability of Standard Operating 

Procedures, reward and punishment mechanisms, and the involvement of banks in the 

use of KKP and CMS VA. Implementing units must collaborate with other parties in 

each stage of implementation, starting from the signing of cooperation agreements 

between Satkers and banks, the issuance and delivery of instruments, usage 

transactions, and accountability to the supervision and monitoring evaluation stage. 

This collaboration should lead to better implementation of the cashless payment 

system within the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, 

ultimately optimizing its impact. 

 

Keywords: Cashless Payment System, Kartu Kredit Pemerintah, Cash Management 

System Virtual Account. 
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 Bab I 

PERMASALAHAN PENELITIAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Situasi perekonomian negara Indonesia yang sempat mengalami perburukan di 

pertengahan tahun 1997 hingga 1998 lalu disadari oleh pemerintah sebagai salah satu 

akibat lemahnya pengelolaan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan, khususnya 

dalam aspek keuangan. Berkaca dari peristiwa ini, pemerintah berkomitmen untuk 

melakukan perbaikan dalam penerapan sistem manajemen keuangan agar sesuai 

dengan standar pengelolaan pemerintah yang baik. Upaya perbaikan telah diwujudkan 

melalui pelaksanaan reformasi keuangan negara yang ditandai oleh terbitnya sejumlah 

kebijakan terkait keuangan negara yaitu UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No.15 Tahun 

2004 tentang Undang-Undang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara. Tiga ketentuan tersebut telah mengamanatkan bahwasannya 

manajemen keuangan negara yang diimplementasikan secara baik menjadi syarat yang 

wajib dipenuhi guna menciptakan suatu kondisi dimana pemerintahan dapat dikelola 

secara baik pula.  

Terkandung dalam UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa 

pengelolaan keuangan negara harus diselenggarakan dengan penuh tanggung jawab, 

mematuhi peraturan yang berlaku, transparan dan memenuhi prinsip value for money, 

dengan kepatutan serta menerapkan rasa adil bagi seluruh warga masyarakat. 

Ketentuan ini juga mengatur pendelegasian kewenangan dan tanggung jawab Presiden 

selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam praktik manajemen keuangan suatu negara 

baik kepada menteri maupun pimpinan lembaga. Reformasi keuangan negara 

membawa perubahan yang cukup substantif sejak tahap perencanaan, lalu pelaksanaan 

hingga pertanggungjawaban anggaran. Pada tahap pelaksanaan, terdapat kewenangan 

yang terpisah antara Menteri Keuangan dan menteri atau pimpinan lembaga. Dalam 
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mengemban tanggung jawab urusan kebendaharaan negara, selaku Chief Financial 

Officer, Menteri Keuangan memiliki peran sebagai Bendahara Umum Negara. 

Sementara tanggung jawab administratif diemban oleh Menteri atau pimpinan lembaga 

selaku Chief Operationnal Officer yang berperan sebagai Pengguna Anggaran. Tujuan 

dilakukan pemisahan kewenangan ini yaitu untuk mendorong Kementerian/Lembaga 

agar meningkatkan profesionalisme sesuai dengan bidang tugas instansinya, yang 

diwujudkan dalam penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel guna memenuhi 

pelayanan publik. Selaku Pengguna Anggaran, tugas menteri atau pimpinan lembaga 

diantaranya yaitu menjalankan proses pelaksanaan anggaran pada instansi yang 

dipimpinnya.  

Rencana penerimaan dan pengeluaran negara dalam satu tahun anggaran tertuang 

dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(APBN). Diantara fungsi APBN yaitu 

fungsi otoritas dimana anggaran negara yang telah ditetapkan merupakan dasar dalam 

melaksanakan anggaran. Pada pengelolaan fiskal, tugas Menteri Keuangan antara lain 

melakukan penetapan dokumen atas pelaksanaan anggaran yang dirumuskan oleh para 

Pengguna Anggaran. Dokumen tersebut menjadi dasar bagi pelaksanaan program  dan 

kegiatan serta pembebanan anggaran yang telah ditetapkan bagi setiap Satuan Kerja. 

Pengguna Anggaran memiliki kewenangan untuk melakukan perikatan atau komitmen 

dengan pihak diluar instansinya sesuai batas anggaran yang telah ditentukan. Atas 

perikatan tersebut, Pengguna Anggaran menginstruksikan pembayaran atas tagihan 

yang dibebankan pada APBN. Dalam mekanisme pembayaran Satker, Kementerian 

Keuangan menyediakan sejumlah persekot kerja dalam bentuk Uang Persediaan (UP) 

kepada Pengguna Anggaran yang pengelolaannya dilakukan oleh Bendahara 

Pengeluaran dan digunakan untuk membiayai pengeluaran operasional Satker.  

Seiring berkembangnya pola kehidupan manusia telah melahirkan banyak 

kemudahan dalam berbagai aktivitas, termasuk aktivitas dalam bidang keuangan. Pada 

era dimana penggunaan teknologi semakin pesat, maka semakin familiar pula 

manakala penggunaan uang tunai semakin diminimalisir dalam melakukan transaksi 
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keuangan. Termasuk didalamnya pemanfaatan alat transaksi perbankan secara 

elektronik seperti kartu ATM, kartu kredit hingga e-money. Pada pertengahan Agustus 

2014, Bank Indonesia sebagai perwakilan pemerintah telah meluncurkan Gerakan 

Nasional Non-Tunai (GNNT) guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi atas 

pengelolaan keuangan publik dan mutu pelayanan publik, serta mewujudkan 

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien. GNTT merupakan upaya 

pemerintah Indonesia untuk meningkatkan utilisasi transaksi non-tunai dan 

menciptakan ekosistem cashless society. Bintarto (2018) mengemukakan bahwa 

cashless society merupakan ungkapan yang mengacu pada komunitas masyarakat yang 

tidak lagi menggunakan uang fisik yang dalam melakukan transaksi keuangan, namun 

sudah menggunakan uang digital. Berbagai tujuan utama yang ingin dicapai GNTT 

antara lain meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan dalam melakukan 

transaksi keuangan di Indonesia. GNNT diharapkan mampu meminimalisir berbagai 

permasalahan dalam pembayaran yang dilakukan secara tunai, mewujudkan  efisiensi 

dalam proses transaksi dimana publik tidak lagi harus membawa atau memerlukan 

sejumlah besar uang tunai, serta dapat mendorong efektivitas proses transaksi dengan 

meminimalisir terjadinya human error. Melalui program ini diharapkan juga mampu 

meningkatkan kesadaran dan memperluas utilisasi transaksi non-tunai baik bagi 

masyarakat umum, pelaku bisnis hingga instansi pemerintah.  

Dikutip dari Buku Pintar KKP Jilid 2 Dirjen Perbendaharaan bahwa beragam 

manfaat dapat diperoleh dari penggunaan alat pembayaran non-tunai. Pertama, dari 

segi praktis dan aman. Akan terasa lebih praktis dan aman saat melakukan transaksi 

manakala seseorang membawa alat bayar non-tunai seperti kartu ATM dan uang 

digital, apabila dibandingkan dengan mengantongi uang tunai. Bahkan jika dalam 

jumlah besar cenderung memerlukan tempat yang relatif besar. Kedua, biaya dalam 

mengelola uang dapat diminimalisir dan dapat mengurangi biaya cetak uang tunai. 

Ketiga, perencanaan terkait ekonomi dapat dilakukan secara lebih tepat karena 

transaksi non-tunai akan tercatat lebih rinci, lebih lengkap serta dapat dilakukan 
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pelacakan dengan lebih mudah sehingga dapat memberikan kemudahan saat 

menghitung setiap aktivitas ekonomi. Keempat, melalui penggunaan alat bayar non-

tunai diharapkan mampu mendorong perputaran uang dalam kegiatan perekonomian. 

Semakin cepat sirkulasi uang yang terjadi di dalam masyarakat dapat menciptakan 

money multiplier effect yang pada akhirnya akan memberikan stimulan bagi 

pertumbuhan ekonomi (Buku Pintar KKP Jilid 2, Kementerian Keuangan). 

Pertumbuhan teknologi saat ini semakin dioptimalkan melalui penggunaan 

teknologi digital. Salah satu visi yang tertuang pada Indonesia Maju (periode 2019-

2024) yaitu penyederhanaan berbagai peraturan terkait percepatan layanan perizinan 

investasi dan transformasi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing 

manufaktur dan jasa dalam konteks yang lebih up to date serta memiliki value added 

yang lebih tinggi. Dengan demikian pemerintah harus menyediakan fasilitas layanan 

yang semakin mudah dan lebih cepat, termasuk juga mengurangi penggunaan kertas. 

Penyederhanaan proses bisnis diperlukan dengan harapan dapat menghasilkan mutu 

layanan yang lebih baik dengan penggunaan input minimal. Untuk mendorong 

terciptanya pelaksanaan APBN secara efisien, efektif, dapat diketahui secara luas oleh 

masyarakat, serta dapat dipertanggungjawabkan, maka mekanisme pembayaran dalam 

proses pelaksanaan APBN harus dilakukan penyederhanaan namun tetap modern 

dengan pemanfaatan teknologi informasi yang semakin optimal.    

Di era industri 4.0, modernisasi pengelolaan kas negara menjadi suatu keharusan. 

Baik penerimaan maupun pengeluaran negara dituntut untuk cepat beradaptasi dengan 

teknologi agar memperoleh value added yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan 

mempertahankan pola konvensional yang akan tergerus oleh zaman. Proses 

pembayaran yang dilakukan secara modern lebih menekankan pada sesuatu yang 

bersifat digital. Semakin besar peranan pemerintah dalam memberikan pelayanan yang 

lebih efisien tentu memerlukan manajemen kas pemerintah yang lebih aktif. 

Pengelolaan kas pemerintah yang lebih efisien akan berupaya menghindari atau 

meminimalisir kondisi idle cash dan mampu mengurangi ketimpangan antara 
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penerimaan dan pengeluaran pemerintah secara lebih efektif. Pemerintah terus 

berupaya melakukan perubahan pada perilaku belanja terutama yang berkaitan dengan 

transaksi tunai yang menggunakan mekanisme UP. Untuk mendorong pertumbuhan 

sistem pembayaran non-tunai di kalangan instansi pemerintah, penggunaan mekanisme 

UP ini secara berangsur-angsur bergeser dari yang sepenuhnya menggunakan dana 

tunai, kemudian perlahan-lahan mulai menggunakan sistem non-tunai melalui 

implementasi pembayaran digital seperti Kartu Kredit milik Pemerintah atau KKP dan 

Cash Management System Virtual Account atau CMS VA. 

Bentuk komitmen pemerintah atas peningkatan pemanfaatan alat pembayaran 

non-tunai serta mendukung program GNNT diwujudkan oleh Kementerian Keuangan 

dengan melakukan penerapan sistem pembayaran yang dilakukan secara elektronik. 

Seperti yang dikutip dari laman Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, bahwa 

meskipun Laporan Keuangan milik Pemerintah Pusat Tahun 2021 memperoleh opini 

Wajar Tanpa Pengecualian, namun masih menyisakan beberapa temuan, dan bahkan 

menjadi temuan berulang, termasuk diantaranya terkait pengelolaan kas negara. 

Temuan dimaksud antara lain berupa saldo kas yang terlambat atau belum disetor ke 

kas milik negara, saldo/nilai kas yang tidak dapat dibuktikan keberadaannya secara 

fisik, serta tidak tertibnya pengelolaan kas dan pengelolaan rekening pada 31 (tiga 

puluh satu) Kementerian maupun Lembaga. Untuk menindaklanjutinya, Kementerian 

Keuangan telah bersurat kepada pimpinan kementerian maupun lembaga untuk 

menjalankan ketentuan/kebijakan yang telah diambil dalam upaya meng-upgrade 

kegiatan mengelola rekening melalui proses restrukturisasi rekening Satker, utilisasi 

transaksi secara elektronik dan digital untuk mengurangi penggunaan dana tunai 

melalui kartu debit, KKP ataupun CMS VA, serta secara berkala terus mendorong dan 

memonitor pengelolaan kas dan rekening Satker di dalam lingkup masing-masing 

Kementerian/Lembaga. Selanjutnya, atas Laporan Keuangan tersebut, tim BPK-RI pun 

masih mengungkapkan sejumlah permasalahan terkait aktivitas bendahara dalam 

mengelola kas. 
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Tabel 1.1. Temuan Pemeriksaan BPK-RI atas LKPP Tahun 2021 

Terkait Pengelolaan Kas Negara 

 
Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu 

 

Terhadap hasil pemeriksaan diatas, BPK-RI telah menyampaikan rekomendasi 

kepada Menteri Keuangan agar melakukan perbaikan pada tata kelola kas 

Kementerian/Lembaga guna mengidentifikasi dan memitigasi berbagai risiko fraud 

dalam melakukan manajemen kas yang dapat memunculkan potensi kerugian bagi 

negara. Terhadap temuan tersebut, Kementerian Keuangan melakukan rencana aksi, 

salah satunya berupa upaya peningkatan budaya transaksi non-tunai melalui 

penggunaan CMS VA yang merupakan fasilitas melekat pada rekening virtual 

pengeluaran Satker, sebagai salah satu pilihan kanal pembayaran. 

Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah menjadi salah satu 

instansi pemerintah yang turut berpartisipasi dalam mendorong perkembangan 

instrument non-tunai di Indonesia melalui penggunaan KKP dan CMS. Sebagai 

instansi yang melakukan pembinaan kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan 

juga menengah, Kementerian Koperasi dan UKM harus dapat menjadi role model dan 

mengajak koperasi maupun UMKM di seluruh wilayah Indonesia untuk memberikan 
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dukungan nyata pada program GNTT dengan mengimplementasikan instrumen 

pembayaran non-tunai. Bahwa penerapan sistem ini dapat menghadirkan banyak 

manfaat bagi para anggota koperasi dan para pelaku UMKM yang memiliki peranan 

penting dalam menggerakkan roda ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM yang 

diberikan hingga lebih dari 60 persen kepada PDB tentunya akan memengaruhi 

pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Guna menjaga dan bahkan meningkatkan 

kontribusi tersebut, maka dukungan penggunaan sistem pembayaran non-tunai sangat 

diperlukan agar transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat dan juga aman. 

Tuntutan untuk selalu beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat, 

terlebih dalam dunia bisnis, harus disadari oleh pelaku usaha koperasi maupun UMKM. 

Peluang besar ini harus mampu ditangkap agar produk yang dipasarkan semakin 

menjangkau masyarakat luas tanpa dibatasi oleh waktu ataupun jarak.  

Seperti dikutip pada laman diskopukm.jogjaprov.go.id, pada pertengahan tahun 

2022 lalu Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Daerah Istimewa Yoyakarta, salah satu 

Satker di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, telah menyelenggarakan acara 

talkshow yang mengusung tema pembayaran non-tunai dalam memperluas jangkauan 

pemasaran produk UKM untuk mendukung sektor pariwisata dengan harapan dapat 

meningkatkan pemahaman serta wawasan para pelaku UKM setempat mengenai 

penggunaan instrument non-tunai dalam memasarkan produknya. Juga Dinas Koperasi 

dan UKM Kabupaten Karawang, pada September 2023 lalu kembali mensosialisasikan 

penerapan pembayaran non-tunai di galeri UMKM yang mereka miliki. Dengan 

menggandeng pihak perbankan, pemerintah setempat terus mendorong seluruh pelaku 

UMKM senantiasa siap dalam menghadapi berbagai perubahan yang ada saat ini, 

antara lain dengan menerima instrument non-tunai pada setiap pembelian produk 

UMKM di wilayah Karawang. Sebagai pembina tentu Kementerian Koperasi dan 

UKM harus terlebih dahulu dapat mengimplementasikan cashless payment system ini 

secara optimal menjadi panutan atau role model dalam penerapan sistem tersebut. 
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Kondisi dimana idle cash dana pemerintah masih cukup tinggi serta besarnya 

risiko dari sisi keamanan dan penyimpangan penggunaan uang tunai menimbulkan 

dorongan yang semakin kuat untuk melakukan perbaikan dalam prosedur pembayaran 

APBN. Upaya pemerintah melaksanakan modernisasi dan pembaharuan pada tahap 

pelaksanaan anggaran, antara lain melalui pemanfataan fasilitas KKP dan CMS VA, 

diharapkan mampu menurunkan biaya pendanaan sehingga dapat mendorong 

terciptanya pengelolaan keuangan negara efektif dan efisien. Namun demikian, 

sejumlah fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini penggunaan KKP di lingkungan 

Kementerian Koperasi dan UKM  masih relatif rendah sehingga manfaat KKP belum 

dapat dirasakan secara optimal.  

 

Tabel 1.2. Transaksi Kartu Kredit Pemerintah Nasional dan Beberapa Kementerian 

 
 Sumber: Dit. Pelaksanaan Anggaran, Kemenkeu 

 

Menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, pada Tabel 1.2, 

transaksi KKP secara nasional pada tahun 2020 sebesar Rp239.714.028.443, tahun 

2021 sebesar Rp457.023.801.394, dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2022 

menjadi sebesar Rp753.356.137.698. Bila dibandingkan dengan nilai transaksi KKP 

secara nasional, maka nilai transaksi KKP di lingkup Kementerian Koperasi dan UKM 

pada tahun 2020 hanya mencapai angka 0,43%, tahun 2021 sedikit mengalami 

peningkatan menjadi 0,48%, dan pada tahun 2022 walaupun terus mengalami 

peningkatan namun masih berada di bawah angka 1%, yaitu di 0,68%. Selain informasi 

mengenai KKP, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Keuangan, 
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penggunaan CMS VA Nasional selama tahun 2022 dapat dilihat pada Gambar 1.1 

dimana dari 21.706 rekening virtual atau virtual account (VA) yang telah dibuka oleh 

pemerintah, baru 7.836 VA atau 36% yang tercatat telah menggunakan CMS, dan 

masih terdapat 13.870 atau 64% VA yang satu kali pun belum pernah menggunakan 

fitur CMS. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan fitur CMS VA sebagai salah satu 

opsi pembayaran non-tunai juga masih relatif rendah hingga akhir tahun 2022 lalu. 

 

Gambar 1.1. Perkembangan Implementasi VA Pengguna CMS  Nasional Tahun 2022 
 

 
     Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu 

 

Sejak pertengahan tahun 2019 lalu, Kementerian Koperasi dan UKM 

menggunakan KKP sebagai salah satu alat pembayaran belanja, dengan total pengajuan 

KKP saat itu sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kartu yang tersebar pada lima Satker di 

wilayah DKI Jakarta, dengan sebaran terbanyak pada Satker Sekretariat Kementerian 

yaitu 25 (dua puluh lima) kartu. Penggunaan KKP pada Kementerian Koperasi dan 

UKM hingga saat ini masih terbatas di lingkungan pusat. Hal ini antara lain 

dikarenakan masih terbatasnya pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa di daerah 

yang bersedia memproses pembayaran dengan alat bayar KKP melalui mesin 

Electronic Data-Capture atau EDC. Kementerian Koperasi dan UKM juga telah 
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mendukung kebijakan pemerintah dalam modernisasi pengelolaan kas negara melalui 

digitalisasi rekening pengeluaran kas negara yang diawali dengan proses restrukturisasi 

rekening. Restrukturisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk mereduksi banyaknya 

jumlah rekening yang diharapkan dapat memberikan kemudahan terkait dengan 

pengendalian rekening pemerintah yang lebih efisien. Di tahun 2020 lalu, Kementerian 

Koperasi dan UKM telah melakukan restrukturisasi rekening pengeluaran pemerintah 

sebanyak 40 (empat puluh) rekening giro Satker yang bermigrasi menjadi rekening 

virtual, dan mengkonsolidasikannya pada satu rekening giro induk yang dapat 

digunakan untuk memantau aktivitas transaksi dan nilai saldo rekening virtual Satker. 

Sebagai fasilitas yanng melekat pada rekening virtual Satker, CMS VA juga menjadi 

opsi sistem pembayaran non-tunai yang diambil oleh Kementerian Koperasi dan UKM. 

Tabel 1.3. Sebaran Awal Jumlah Kartu Kredit Pemerintah Tahun 2019 

 
Sumber: Hasil telaah dokumen Surat Permohonan Penerbitan KKP  

 

Dalam mekanisme pembayaran atas tagihan belanja APBN, terdapat dua 

mekanisme yang dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Pertama,  

mekanisme pembayaran langsung (LS), yang ditujukan kepada rekening penerima 

seperti penyedia barang dan jasa/para pegawai/penerima lainnya, maupun  mekanisme 

pembayaran LS yang dilakukan melalui rekening bendahara/rekening pengeluaran 
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Satker untuk pembayaran belanja perjalanan dinas dan honorarium pegawai. Kedua, 

mekanisme UP berupa sejumlah uang muka dari BUN yang diberikan kepada Satker 

guna membiayai berbagai kebutuhan operasional Satker. Sistem pembayaran non-tunai 

dengan menggunakan KKP ditemui dalam mekanisme Uang Persediaan, sementara 

sistem pembayaran CMS VA dapat ditemui baik dalam mekanisme LS Bendahara 

maupun UP. Seperti yang tertera pada Tabel 1.4, dari total realisasi anggaran 

Kementerian Koperasi dan UKM, komposisi belanja dengan sistem pembayaran non-

tunai melalui penggunaan KKP dan CMS VA masih sangat rendah, dimana pada tahun 

2020 sebesar Rp16.283.048.918 atau 0,1%, tahun 2021 sebesar Rp19.778.814.593 atau 

0,1%, dan tahun 2022 meskipun mengalami peningkatan yang relatif tinggi dari 

periode sebelumnya menjadi Rp34.108.173.160, namun secara persentase capaiannya 

masih relatif rendah, sebesar 2,8% dari total realisasi anggaran.  

 

Tabel 1.4. Proporsi Pembayaran Belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM 

 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu 
 

Selanjutnya, Kementerian Koperasi dan UKM mengelola UP dengan proporsi 

seperti yang tercantum di Tabel 1.5. Sesuai ketentuan yang tercantum pada PMK 

terkait, proporsi UP Satker sendiri terdiri dari UP tunai sebesar 60% dan UP KKP 

sebesar 40%. Nilai transaksi UP yang menggunakan KKP masih sangat kecil bila 

dibandingkan dengan total nilai transaksi UP sepanjang tiga tahun kebelakang, dimana 

hingga saat ini komposisi pengelolaan UP dengan mekanisme KKP bahkan belum 
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menyentuh angka 5%. Penggunaan UP KPP tahun 2020 baru sebesar 1,48%, tahun 

2021 mengalami peningkatan menjadi 3,22%, dan terus meningkat pada tahun 2022 

menjadi sebesar 4,22%. Meskipun terdapat peningkatan dari tahun ke tahun, capaian 

ini masih relatif jauh berada dibawah ketentuan terkait pengaturan proporsi UP.  
 

 

Tabel 1.5. Proporsi UP  Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022 
 

 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu 

 

Tabel 1.6. Transaksi KKP Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2020-2022 

 
Sumber: Aplikasi OM-SPAN, Kemenkeu 

 

Berdasarkan data transaksi KKP Kementerian Koperasi dan UKM diatas, berikut 

tertera rincian penggunaan KKP per Satker pada tabel 1.6. Pada tahun 2020, Deputi 

UKM merupakan Satker yang melakukan transaksi KKP dengan nilai tertinggi, sebesar 

38,95%, lalu pada tahun 2021 penggunaan KKP pada Deputi Mikro menempati posisi 

teratas sebesar 49,52%, dan pada tahun 2022, lebih dari sebagian transaksi KKP dalam 

lingkup Kementerian Koperasi dan UKM berada pada Sekretariat Kementerian dengan 

penggunaan mencapai 65,65%. Namun demikian pengelolaan UP dengan 

menggunakan KKP baru direalisasikan oleh lima Satker yang berada di lingkungan 
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pusat, sementara seluruh Satker Dekonsentrasi yang berada di 34 (tiga puluh empat) 

provinsi hanya mengelola UP Tunai, atau belum sama sekali mengelola UP KKP.  

 

Tabel 1.7. Peringkat Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga Tahun 2022 

 
             Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu 

 

Lebih lanjut, berdasarkan perolehan data dari aplikasi OM-SPAN pada Tabel 1.7, 

utilisasi CMS VA pada Kementerian Koperasi dan UKM menduduki peringkat ke-63, 

baru mencapai 24% atas pengelolaan dana yang masuk ke rekening Satker. Hal ini 

berarti penarikan dana dari rekening pengeluaran tersebut sebanyak 76% masih 

dilakukan secara tunai. Selanjutnya, bila dikelompokkan berdasarkan jumlah VA yang 

dikelola, utilisasi CMS pada Kementerian Koperasi dan UKM di tahun yang sama 

menduduki peringkat ke-22 pada kelompok Kementerian/Lembaga dengan kelolaan 
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sebanyak 10-100 VA, dimana dari total 46 (empat puluh enam) Satker yang memiliki 

VA, baru 11 (sebelas) Satker yang memanfaatkan fitur CMS VA, atau sebesar 24%, 

seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.8.  

 

Tabel 1.8. Utilisasi CMS VA Kementerian/Lembaga 10-100 VA Tahun 2022 

 
                Sumber: Dit. Pengelolaan Kas Negara, Kemenkeu 

  

Beragam upaya dan langkah telah ditempuh pemerintah dalam mendorong 

penggunaan sistem pembayaran non-tunai lingkungan instansi pemerintah. Upaya 

tersebut dilakukan  baik melalui penerbitan peraturan-peraturan terkait KKP maupun 

CMS VA, melalui sosialisasi yang dilaksanakan baik secara offline maupun online 

hingga penyediaan bermacam-macam informasi terkait manfaat non-tunai dalam 

berbagai literatur hingga pengembangannya. Kementerian Koperasi dan UKM 

memiliki andil yang besar dalam upaya mengoptimalkan budaya non-tunai di 

Indonesia. Berbagai keuntungan dan manfaat dapat diambil dari penerapan gerakan 

non-tunai tersebut. Namun demikian, hingga saat ini implementasi penggunaan KKP 

dan CMS VA lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah. 

Kesadaran dari para pelaksana kegiatan maupun pengelola keuangan untuk berperan 

aktif dalam mendorong penggunaan sistem pembayaran non-tunai masih perlu 
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ditingkatkan. Pembayaran tagihan melalui mekanisme UP yang dikelola oleh 

Bendahara masih didominasi dengan penggunaan dana tunai.  

Kementerian Keuangan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN), telah memberikan berbagai himbauan guna mengoptimalisasi penggunaan 

KKP dan CMS VA pada seluruh Kementerian/Lembaga. Beberapa surat yang 

dilayangkan diantaranya seperti surat Kepala KPPN Jakarta VI antara lain surat nomor 

UND-21/KPN.1206/2022 tanggal 21 Oktober 2022 tentang Sosialisassi Penggunaan 

Kartu Kredit Pemerintah dan Penggunaan Mandiri Cash Management pada Satker 

Mitra KPPN Jakarta VI, surat nomor UND-13/KPN.1206/2023 tanggal 30 Januari 

2023 tentang OWrkshop Penggunaan KKP Domestik bagi Satker lingkup KPPN 

Jakarta VI, surat nomor S-927/KPN.1206/2022 tanggal 13 April 2022 tentang 

Pemanfaatan Fitur CMS pada Belanja Satuan Kerja, serta surat nomor S-

155/KPN.1206/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Monitoring Penggunaan 

Transaksi Non-Tunai pada Rekening Virtual Pengeluaran Satuan Kerja lingkup KPPN 

Jakarta VI Triwulan III 2022. Dokumen tersebut dapat menggambarkan bahwa 

penggunaan sistem pembayaran non-tunai pada Kementerian/Lembaga belum cukup 

optimal sehingga perlu secara terus-menerus didorong agar transaksi yang 

menggunakan sistem pembayaran non-tunai semakin meningkat.  

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan guna mengindentifikasi 

berbagai kendala yang menghambat penggunaan sistem pembayaran non-tunai di 

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM, dan untuk selanjutnya mengambil 

langkah-langkah dan memberikan rekomendasi yang dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengelolaan UP melalui penggunaan KKP maupun CMS VA. Seperti 

yang telah dijabarkan dalam uraian latar belakang permasalahan sebelumnya, maka 

peneliti tertarik untuk mengambil judul tesis ‘Model Sistem Pembayaran Non-Tunai 

(Cashless Payment System) pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan 

Menengah’. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan ragam permasalahan yang telah dijelaskan dalam uraian 

sebelumnya, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan sebagai berikut: 

1. Pengelolaan Uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Satker masih didominasi oleh 

penggunaan dana tunai. 

2. Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah di lingkungan Kementerian Koperasi dan 

UKM masih relatif rendah. 

3. Penggunaan fitur Cash Management System Virtual Account (CMS VA) di 

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM masih relatif rendah. 

 

C. Rumusan Permasalahan 

Berdasarkan beberapa hasil identifikasi permasalahan yang ada, berbagai 

masalah dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Mengapa penggunaan sistem pembayaran non-tunai melalui penggunaan KKP 

maupun CMS VA atas transaksi belanja pada Kementerian Koperasi dan UKM 

masih relatif rendah? 

2. Bagaimana model sistem pembayaran non-tunai yang dapat diterapkan di 

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM? 

 

D. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan permasalahan yang dikemukakan, penelitian ini memiliki 

tujuan untuk:  

1. Menggali faktor-faktor penyebab masih rendahnya penggunaan sistem pembayaran 

non-tunai atas transaksi belanja di lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 

2. Merumuskan model sistem pembayaran non-tunai yang dapat diterapkan di 

lingkungan Kementerian Koperasi dan UKM. 
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E. Manfaat Penelitian 

Sebagaimana harapan peneliti, agar hasil penelitian nantinya dapat bermanfaat, 

menjadi masukan dan pertimbangan bagi para pengelola keuangan Satker dan para 

pengambil keputusan terkait optimalisasi sistem pembayaran non-tunai di lingkungan 

Kementerian Koperasi dan UKM melalui penggunaan KKP maupun CMS VA, guna 

mendukung pemerintah dalam mensukseskan Gerakan Nasional Non-Tunai yang 

sudah dicanangkan hampir satu dasawarsa yang lalu serta mewujudkan belanja 

pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, efektif dan efisien. Harapan lainnya 

bahwa penelitian ini juga dapat menambah wawasan para pembaca khususnya terkait 

faktor-faktor yang dapat memengaruhi penggunaan sistem pembayaran non-tunai 

melalui penggunaan KKP maupun CMS VA, serta dapat dijadikan referensi untuk 

kegiatan penelitian yang dilakukan selanjutnya. 
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